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ABSTRAK : -

CATATAN :

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di Daerah dengan
kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan
insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan
berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam
pembangunan Daerah dan Nasional maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat
(6), UU No. 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi UndangUndang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka menjamin
terlaksananya pengembangan Pesantren dalam fungsi
Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober
2023.
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